
 

 
PENDAHULUAN  

Perubahan iklim saat ini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman 

nyata terhadap keberlanjutan kehidupan manusia di seluruh dunia. Fenomena ini berdampak luas—dari 

meningkatnya bencana alam, naiknya permukaan laut, hingga terganggunya kestabilan ekonomi dan 

sosial. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, berada di garis 
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ABSTRAK  
Pajak karbon memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDGs), namun implementasinya memerlukan pendekatan yang hati-hati dengan kebijakan 

pendukung yang efektif. Penelitian ini mengkaji berbagai literatur terkait implementasi pajak karbon, 

dengan fokus pada tantangan dan peluang di negara berkembang, khususnya Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode systematic literature review (SLR) dengan kriteria inklusi berupa artikel yang 

dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2024. Dari total 120 artikel yang diidentifikasi, sebanyak 30 

artikel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi topik dan kualitas akademik. Hasil studi 

menunjukkan bahwa pajak karbon dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan 

keberlanjutan, terutama jika kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan kesetaraan sosial, 

efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, keberhasilan implementasi sangat 

bergantung pada kesiapan infrastruktur perpajakan, pemahaman publik, serta dukungan kebijakan 

yang menyeluruh. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas pajak karbon dalam mendukung 

pencapaian SDGs, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran 

masyarakat, serta penyesuaian kebijakan dengan konteks sosial dan ekonomi yang ada. Temuan ini 

memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dalam merancang pajak karbon yang lebih 

adaptif dan berkelanjutan di Indonesia. 

 
Kata kunci: Ekonomi negara berkembang, Pajak karbon, Systematic literature review, 

Sustainable Development Goals (SDGs). 

 

ABSTRACT  
Carbon tax has great potential to support the achievement of the Sustainable Development Goals 

(SDGs), but its implementation requires a cautious approach with effective supporting policies. This 

study reviews various literatures related to carbon tax implementation, with a focus on challenges 

and opportunities in developing countries, especially Indonesia. This research uses the systematic 

literature review (SLR) method with inclusion criteria of articles published between 2018 and 2024. 

From a total of 120 articles identified, 30 articles were purposively selected based on topic relevance 

and academic quality. The study results show that carbon tax can be an effective tool to achieve 

sustainability goals, especially if the policies implemented consider social equity, economic 

efficiency, and environmental sustainability. However, successful implementation is highly dependent 

on the readiness of taxation infrastructure, public understanding, and comprehensive policy support. 

Therefore, to ensure the effectiveness of carbon tax in supporting the achievement of SDGs, it is 

necessary to develop institutional capacity, increase public awareness, and adjust the policy to the 

existing social and economic context. These findings provide important insights for policy makers in 

designing a more adaptive and sustainable carbon tax in Indonesia. 

 
Keywords: Emerging economies, Carbon tax, Systematic literature review, Sustainable 

Development Goals (SDGs). 
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depan krisis ini. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, banyak negara mulai mengadopsi 

pendekatan fiskal yang inovatif, salah satunya melalui kebijakan carbon tax atau pajak karbon. 

Pajak karbon merupakan bentuk pajak Pigouvian yang dikenakan atas aktivitas yang 

menghasilkan eksternalitas negatif, khususnya emisi karbon yang menjadi penyumbang utama 

pemanasan global (Hanafiyah et al., 2024; Iacobuţă et al., 2021). Kebijakan ini dirancang tidak hanya 

sebagai instrumen pengendali lingkungan, tetapi juga sebagai sumber penerimaan negara yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendanai program-program pembangunan berkelanjutan (Maghfirani et al., 2022; 

Rahmasari et al., 2024). Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya mitigasi perubahan 

iklim, pajak karbon dipandang sebagai langkah strategis untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan 

ekonomi dan perlindungan lingkungan. 

Namun, implementasi pajak karbon di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan 

struktural dan budaya. Hambatan tersebut mencakup regulasi yang belum sepenuhnya mapan, 

kelembagaan yang belum optimal, serta tingkat literasi pajak yang masih rendah di kalangan masyarakat 

(Margono et al., 2022; Tjoanto & Tambunan, 2022). Selain itu, disparitas dalam kesadaran dan 

pemahaman publik mengenai urgensi pajak karbon turut menjadi penghalang dalam mewujudkan 

kepatuhan yang tinggi (Goh & Matthew, 2021; Pratiwi & Susanti, 2020). 

Meskipun demikian, potensi besar dari pajak karbon tetap tidak bisa diabaikan. Beberapa studi 

menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi katalis penting dalam mendorong peralihan menuju 

teknologi rendah karbon, serta membantu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), seperti 

energi bersih, kerja layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Ayu et al., 2024; Ihsan & Hutama, 

2023). Selain itu, keberhasilan negara-negara seperti Swedia dan Finlandia dalam mengurangi emisi 

tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia (Barus & 

Wijaya, 2022; Pizzi et al., 2020) 

Maka dari itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan pajak karbon dapat 

diintegrasikan secara efektif dalam sistem perpajakan Indonesia. Pendekatan multidisipliner yang 

melibatkan aspek ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi menjadi kunci dalam mendesain kerangka 

kebijakan yang berkelanjutan (Hafez et al., 2021; Prieto-Jiménez et al., 2021).  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis implementasi 

kebijakan pajak karbon di Indonesia dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDGs) serta mengevaluasi potensi kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih 

luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memajukan penerapan pajak karbon di Indonesia. 

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan utama. Pertama, 

bagaimana implementasi kebijakan pajak karbon dapat mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) di Indonesia. Kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam 

penerapan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana dampak pajak karbon terhadap kesadaran masyarakat 

dan tingkat kepatuhan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Keempat, faktor-faktor sosial, ekonomi, 

dan politik apa saja yang memengaruhi efektivitas kebijakan ini. Terakhir, pelajaran apa yang dapat 

diambil dari negara lain yang telah berhasil menerapkan pajak karbon, dan bagaimana pengalaman 

tersebut dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode systematic literature review (SLR) untuk mengkaji 

implementasi dan tantangan kebijakan pajak karbon dalam mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) di Indonesia. SLR dipilih karena mampu menyajikan sintesis yang 

sistematis dan terstruktur terhadap literatur yang relevan. Proses pencarian dilakukan melalui database 

seperti Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Google Scholar, dan Garuda dengan menggunakan kata 

kunci seperti “carbon tax,” “sustainable development,” “carbon pricing policy,” dan “Indonesia.” 

Kriteria inklusi meliputi artikel yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2018–2024, tersedia dalam 

bahasa Indonesia atau Inggris, relevan dengan topik, dan telah melalui proses peer-review, sementara 

artikel yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi. Dari total 120 artikel yang ditemukan, 

sebanyak 30 artikel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dan kualitasnya. Selanjutnya, artikel-

artikel tersebut dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, 

seperti kebijakan dan regulasi, persepsi masyarakat, kontribusi terhadap SDGs, serta praktik terbaik 
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dari negara lain, guna menyusun sintesis yang komprehensif terkait kebijakan pajak karbon di 

Indonesia. 

 
Tabel 1. Publikasi Jurnal 

Journal Index Indeks Q Articles 

JPB Q3 1 

JSPI Q3 1 

IJERPH Q2 1 

Int. J. Environ. Sci. Technol. Q2 1 

Sustainable Development Q1 3 

Int. J. Res. Granthaalayah Q3 1 

World Development Q1 1 

Environ Dev Sustain Q2 1 

Acc. J. Binaniaga Q4 1 

Sustainability Q1 4 

Magna Sci. Adv. Res. Rev. Q4 1 

Environ. Res. Commun. Q2 1 

Energies Q2 1 

Mathematical Problems in Engineering Q3 1 

J. Akun. Audit. Ind. Q1 2 

Int. J. Adv. Economics Q2 1 

BCPBM Q4 1 

JPRSP Q4 1 

APMAJ Q3 1 

J Stud Res Q3 1 

Applied Mathematics and Nonlinear Sciences Q3 1 

IJTC Q4 1 

PLOS Climate Q1 1 

Journal of Economic Surveys Q1 1 

JAK Q2 1 

JE Q4 1 

Total  30 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa sebagian besar jurnal yang terdaftar 

berada pada indeks Q1 dan Q2, yang mencerminkan kualitas dan pengaruh yang cukup tinggi di 

bidangnya. Jurnal seperti Sustainable Development, World Development, dan PLOS Climate termasuk 

dalam kategori Q1, menunjukkan reputasi dan tingkat dampak yang signifikan dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan kebijakan global. Sementara itu, Sustainability dengan 4 artikel dan J. Akun. 

Audit. Ind. dengan 2 artikel, menunjukkan adanya fokus yang kuat pada topik yang relevan dalam 

bidang pembangunan berkelanjutan dan akuntansi, masing-masing. 

Namun, terdapat juga beberapa jurnal dengan indeks Q3 dan Q4, seperti Acc. J. Binaniaga dan 

Magna Sci. Adv. Res. Rev., yang cenderung memiliki dampak yang lebih terbatas dalam komunitas 

akademik dan penelitian. Ini menunjukkan keberagaman kualitas jurnal yang diterbitkan, dengan 

beberapa di antaranya berfokus pada niche atau topik yang lebih spesifik, sementara yang lain memiliki 

cakupan yang lebih luas dan lebih diakui secara internasional. 

Distribusi artikel dalam jurnal-jurnal ini mencerminkan tren penelitian yang seimbang, dengan 

dominasi pada jurnal-jurnal dengan kualitas lebih tinggi (Q1 dan Q2) yang mengarah pada publikasi 

topik-topik penting dan berpengaruh di bidang ilmu lingkungan, pembangunan, dan ekonomi. 
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Gambar 1. Diagram Publikasi Jurnal 

 

Berdasarkan distribusi sektor riset dalam tabel 2, kita dapat melihat bahwa sebagian besar 

artikel yang dibahas berfokus pada kebijakan pajak karbon dan dampaknya terhadap pembangunan 

berkelanjutan serta mitigasi perubahan iklim. 

 
Tabel 2. Research Sector 

Research 

Sector 
Articles 

Carbon Tax 

Policy 

(Dewi & Dewi, 2022; Dyarto & Setyawan, 2021; Hartono et al., 2023; Hasan, 2020; Imam, 

2022; Indarto et al., 2023; Kesor, 2022; Sulistiyanti & Falikhatun, 2024; Syahrani et al., 2024; 

Ullah et al., 2023; Wardana et al., 2022; Xiayimulati, 2023) 

Sustainable 

Development 

(Ajeigbe et al., 2023; Gianoli & Bravo, 2020; Gupta et al., 2019; Hartono et al., 2023; Kim & 

Sher, 2021; Köppl & Schratzenstaller, 2023; Liu et al., 2021; Mpofu, 2022; Nugraha & 

Balogun, 2022; Prasad, 2022; Simpa et al., 2024; Syahrani et al., 2024; Ullah et al., 2023; 

Zhang & Lu, 2023) 

Energy 

Transition 

(Hartono et al., 2023; Imam, 2022; Syahrani et al., 2024; Tang et al., 2020; Ullah et al., 2023) 

Environment

al Policy 

(Ajeigbe et al., 2023; Dyarto & Setyawan, 2021; Gupta et al., 2019; Kesor, 2022; Sulistiyanti 

& Falikhatun, 2024; Xiayimulati, 2023) 

Macroecono

mic Impact 

(Ajeigbe et al., 2023; Gupta et al., 2019; Imam, 2022; Köppl & Schratzenstaller, 2023; Li, 

2024; Liu et al., 2021; Syahrani et al., 2024; Wang et al., 2020) 

Carbon 

Emission and 

Reduction 

Strategies 

(Liu et al., 2021; Sulistiyanti & Falikhatun, 2024; Tang et al., 2020; Wang et al., 2020; Zhang 

& Lu, 2023) 

Climate 

Change 

Mitigation 

(Dewi & Dewi, 2022; Digitemie & Ekemezie, 2024; Gupta et al., 2019; Hartono et al., 2023; 

Kesor, 2022; Sulistiyanti & Falikhatun, 2024; Syahrani et al., 2024; Wardana et al., 2022) 

Taxation and 

Public Policy 

(Dewi & Dewi, 2022; Hasan, 2020; Indarto et al., 2023; Kesor, 2022; Wardana et al., 2022; 

Xiayimulati, 2023) 

Global 

Climate 

Change 

(Digitemie & Ekemezie, 2024; Gupta et al., 2019; Mpofu, 2022; Prasad, 2022; Simpa et al., 

2024; Wang et al., 2020) 

 

Diagram Publikasi Jurnal

JPB
JSPI
IJERPH
Int. J. Environ. Sci. Technol.
Sustainable Development
Int. J. Res. Granthaalayah
World Development
Environ Dev Sustain
Acc. J. Binaniaga
Sustainability
Magna Sci. Adv. Res. Rev.
Environ. Res. Commun.
Energies
Mathematical Problems in Engineering
J. Akun. Audit. Ind.
Int. J. Adv. Economics
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Kebijakan pajak karbon, yang menjadi tema utama dari banyak artikel, muncul sebagai 

instrumen penting dalam transisi energi dan perlindungan lingkungan. Sektor riset ini terlihat dominan, 

dengan artikel-artikel yang menganalisis implikasi ekonomi dan politik dari pengenaan pajak karbon di 

berbagai negara, termasuk Indonesia, China, dan India. Beberapa artikel juga menyoroti tantangan 

dalam penerapan kebijakan ini, baik dari sisi teknis maupun sosial, seperti yang terlihat dalam artikel 

oleh Syahrani et al., (2024) dan Dyarto & Setyawan, (2021). 

Sektor sustainable development atau pembangunan berkelanjutan juga mencakup banyak 

artikel, yang mencerminkan pentingnya integrasi kebijakan karbon dengan tujuan pembangunan jangka 

panjang. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pajak karbon dapat berperan dalam mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan emisi karbon dan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi, seperti yang dibahas oleh Gupta et al., (2019) dan Ullah et al., (2023). Sektor ini juga 

mencakup tantangan dalam mengadaptasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi yang 

hijau. 

Sektor lain yang cukup menonjol adalah transisi energi, yang berfokus pada peran kebijakan 

pajak karbon dalam mendorong pergeseran menuju sumber energi yang lebih bersih dan efisien. Artikel 

seperti yang ditulis oleh Tang et al., (2020) dan Ullah et al., (2023) membahas bagaimana kebijakan ini 

dapat mempengaruhi keputusan dalam sektor energi, baik dalam konteks transportasi maupun 

industrialisasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Temuan konsisten menunjukkan bahwa profitabilitas Pajak karbon berkontribusi positif (97%), 

sedangkan Pajak karbon berdampak negatif (3%) terhadap ekonomi negara berkembang. 

 
Tabel 3. Pembahasan Jurnal 

No Nama Penulis Metode Data Kesimpulan Artikel 

1 Hasan, (2020) Kualitatif & 

Studi 

Literatur 

Studi literatur digunakan 

untuk mengevaluasi 

dampak perubahan iklim 

terhadap kesehatan 

manusia. 

Penerapan pajak karbon dengan 

memperluas basis pajak emisi gas rumah 

kaca dapat memiliki dampak positif 

dalam mendukung tujuan keberlanjutan 

dan mitigasi risiko perubahan iklim. 

2 Syahrani et al., 

(2024) 

Studi 

Literatur 

Pendekatan kualitatif 

melalui tinjauan pustaka 

terhadap literatur yang 

relevan. 

Kebijakan pajak karbon diposisikan 

sebagai alat penting untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan 

memperkuat komitmen Indonesia dalam 

mengatasi perubahan iklim. 

3 Wang et al., 

(2020) 

Deskriptif Penggunaan data 

empiris dari IPCC dan 

studi lapangan, analisis 

secara deskriptif. 

Strategi tata kelola terkoordinasi pusat-

daerah dan sistem pajak karbon yang 

efektif dapat mendorong pengurangan 

emisi karbon dan mendukung tujuan 

pembangunan berkelanjutan di China. 

4 Dyarto & 

Setyawan, (2021) 

Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Analisis teoritis 

berdasarkan dokumen 

kebijakan dan laporan 

ilmiah. 

Meski didukung oleh LSM, penerapan 

pajak karbon di Indonesia menghadapi 

tantangan politik yang kompleks, 

menunjukkan prospek yang campuran 

untuk implementasinya. 

5 Hartono et al., 

(2023) 

Kualitatif Studi dokumentasi dan 

tinjauan terhadap model 

perubahan iklim. 

Penerapan pajak karbon di Indonesia 

dapat memberikan dampak positif 

terhadap pembangunan berkelanjutan 

melalui reformasi kebijakan energi dan 

ketahanan ekonomi. 

6 Imam, (2022) Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Menelaah kebijakan dan 

strategi mitigasi dalam 

konteks negara 

berkembang. 

Pajak karbon berkontribusi positif 

terhadap pembangunan berkelanjutan di 

China melalui pengurangan emisi karbon 

dan peningkatan hasil ekologis. 

7 Gupta et al., 

(2019) 

Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Tinjauan terhadap 

literatur kebijakan 

energi dan mitigasi 

perubahan iklim. 

Transisi menuju teknologi rendah karbon 

penting untuk keberlanjutan, meski 

menghadapi tantangan dari sektor 

industri tradisional. Pajak karbon 
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No Nama Penulis Metode Data Kesimpulan Artikel 

menjadi instrumen penting dalam proses 

ini. 

8 Ajeigbe et al., 

(2023) 

Deskriptif - 

Kualitatif 

Mengkaji pengaruh 

perubahan iklim 

terhadap sistem pangan 

dan nutrisi. 

Pajak berkelanjutan seperti pajak karbon 

dapat memobilisasi sumber daya untuk 

investasi ramah lingkungan dan 

mendukung pencapaian SDGs di negara-

negara Afrika. 

9 Indarto et al., 

(2023) 

Studi 

Literatur 

Tinjauan sistematis 

terhadap hubungan 

perubahan iklim dan 

keamanan pangan. 

Integrasi pajak karbon dengan akuntansi 

hijau menunjukkan tren positif, meski 

implementasi menyeluruh masih 

diperlukan agar manfaat finansial dan 

lingkungan dapat dioptimalkan. 

10 Mpofu, (2022) Deskriptif Menggunakan data 

sekunder dan analisis 

naratif terhadap 

tantangan organisasi 

dalam menghadapi 

perubahan iklim. 

Pajak hijau seperti pajak karbon berperan 

penting dalam perlindungan lingkungan, 

menghasilkan pendapatan, dan 

mendorong pencapaian SDGs di Afrika. 

11 (Digitemie & 

Ekemezie, 2024) 

Kualitatif Studi deskriptif 

menggunakan literatur 

kebijakan global. 

Integrasi pajak karbon dalam kebijakan 

iklim global berkontribusi positif pada 

pengurangan emisi dan transisi ekonomi 

berkelanjutan. 

12 Zhang & Lu, 

(2023) 

Studi 

Literatur 

Sistematis 

Penelaahan literatur 

ilmiah untuk mengkaji 

hubungan antara 

adaptasi iklim dan 

ketahanan masyarakat. 

Analisis simulasi skenario menunjukkan 

bahwa pajak karbon bisa dioptimalkan 

secara kebijakan untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan dengan 

pendekatan manajemen risiko. 

13 Ahmed et al., 

(2022) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Peninjauan literatur dan 

kebijakan perubahan 

iklim. 

Pajak hijau, termasuk pajak karbon, 

secara kausal menurunkan intensitas 

energi dan mendorong peralihan ke 

energi terbarukan, berkontribusi positif 

terhadap efisiensi dan keberlanjutan. 

14 Tang et al., 

(2020) 

Kualitatif - 

Naratif 

Studi berbasis narasi 

untuk menjelaskan 

kebijakan energi dan 

strategi mitigasi. 

Pajak karbon meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan keberlanjutan 

transportasi, namun berdampak negatif 

pada keuntungan perusahaan. Strategi 

investasi bersama diperlukan untuk hasil 

seimbang. 

15 Gianoli & Bravo, 

(2020) 

Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Penelitian berdasarkan 

sumber sekunder dan 

laporan IPCC. 

Pajak karbon efektif untuk dekarbonisasi 

industri jika disertai regulasi dan subsidi 

pemerintah. Intervensi negara penting 

untuk mencegah kebocoran karbon dan 

memperluas adopsi teknologi rendah 

karbon. 

16 Sulistiyanti & 

Falikhatun, 

(2024) 

Deskriptif Penggunaan model dan 

simulasi perubahan 

iklim. 

Tren riset pajak karbon meningkat pasca 

Paris Agreement. Pajak ini diakui sebagai 

instrumen strategis untuk mendorong 

ekonomi hijau dan arah riset kebijakan di 

Indonesia. 

17 Ullah et al., 

(2023) 

Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Studi naratif dengan data 

sekunder mengenai 

krisis energi dan iklim. 

Pajak lingkungan (termasuk karbon) 

meningkatkan keberlanjutan ekologi, 

khususnya pada ekonomi kelas 

menengah atas. Efeknya asimetris dan 

tergantung kondisi ekonomi. 

18 Peter Simpa et al., 

(2024) 

Studi 

Literatur 

Menggunakan 

pendekatan review 

untuk membandingkan 

studi sebelumnya. 

Mekanisme pajak karbon berkontribusi 

positif terhadap keberlanjutan 

lingkungan dan pembangunan ekonomi. 

Pentingnya integrasi kebijakan fiskal dan 
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No Nama Penulis Metode Data Kesimpulan Artikel 

kerja sama internasional ditekankan 

dalam kerangka konseptual. 

19 Xiayimulati, 

(2023) 

Studi 

Literatur & 

Deskriptif 

Kombinasi literatur 

dengan analisis 

kebijakan iklim. 

Pajak karbon berperan penting dalam 

mitigasi emisi dan perubahan iklim. 

Meskipun terdapat tantangan, kebijakan 

ini efektif dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 

20 Kesor, (2022) Studi 

Literatur 

Kajian pustaka 

mengenai keadilan iklim 

dan strategi adaptasi. 

Pajak karbon mendorong teknologi 

rendah karbon dan berkontribusi terhadap 

pengurangan emisi. Efektivitasnya 

tergantung pada desain kebijakan yang 

adil, terutama untuk melindungi rumah 

tangga berpenghasilan rendah melalui 

mekanisme daur ulang pendapatan. 

21 Muhammad et al. 

(2021) 

Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Penelaahan teoretis dari 

literatur tentang 

kebijakan perubahan 

iklim dan kesehatan. 

Pajak karbon dapat secara efektif 

mengurangi masalah lingkungan di 

Malaysia, mendorong pertumbuhan 

hijau, dan meningkatkan pendapatan 

negara. Implementasi yang tepat dapat 

meningkatkan efisiensi ekonomi dan 

keberlanjutan. 

22 Kim & 

Sher (2024) 

Kualitatif Studi literatur dan 

interpretasi kritis 

terhadap kerangka kerja 

kebijakan. 

Studi literatur ini menunjukkan 

pandangan yang terbagi: pajak karbon 

efektif untuk mitigasi perubahan iklim 

namun bisa berdampak negatif terhadap 

ekonomi negara berkembang. 

23 Sulistiyanti & 

Falikhatun (2023) 

Deskriptif 

Kualitatif 

Menggunakan 

pendekatan kualitatif 

untuk menganalisis 

narasi perubahan iklim. 

Studi bibliometrik ini menunjukkan tren 

penelitian pajak karbon yang meningkat, 

mendukung transisi energi bersih dan 

pengurangan emisi CO₂, serta relevan 

bagi implementasi kebijakan di 

Indonesia. 

24 Li, (2024) Kualitatif Studi analisis kebijakan 

dan strategi adaptasi 

berbasis data sekunder. 

Pajak karbon dapat menghemat energi 

dan mengurangi emisi, namun perlu 

implementasi yang hati-hati agar tidak 

merugikan pertumbuhan ekonomi. 

Desain kebijakan sangat krusial. 

25 Liu et al., (2021) Kualitatif - 

Studi 

Literatur 

Tinjauan kritis terhadap 

kebijakan energi dan 

strategi mitigasi di 

China. 

Pendauran ulang pajak karbon (misalnya 

melalui pengurangan pajak penghasilan) 

dapat menghasilkan "triple dividends": 

pengurangan emisi, peningkatan 

kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan 

ekonomi yang tetap stabil. 

26 Nugraha & 

Balogun, (2022) 

Kualitatif Studi kasus terhadap 

strategi transisi energi 

berbasis literatur. 

Studi ini menunjukkan kesadaran yang 

cukup baik di kalangan pegawai pajak 

terhadap perubahan iklim dan pajak 

karbon, namun ada tantangan besar 

dalam kesiapan implementasi, seperti 

sumber daya manusia yang terbatas dan 

sosialisasi kebijakan yang kurang. 

27 Prasad, (2022) Kualitatif - 

Naratif 

Analisis naratif terhadap 

respon global dan 

komunitas terhadap 

iklim. 

Pajak karbon berpotensi memberikan 

double dividend—mengurangi emisi dan 

meringankan beban pajak lain—namun 

juga menyimpan risiko dampak regresif 

terhadap kelompok berpenghasilan 

rendah. 

28 Köppl & 

Schratzenstaller, 

(2023) 

Studi 

Literatur 

Sistematis 

Kajian sistematis 

literatur jurnal 

internasional. 

Penerimaan publik terhadap pajak karbon 

dapat ditingkatkan melalui komunikasi 

yang efektif, keadilan distribusi, dan 
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investasi hasil pajak untuk proyek 

lingkungan. Faktor-faktor ini penting 

agar pajak karbon sukses dalam 

mendukung SDGs. 

29 Wardana et al., 

(2022) 

Studi 

Literatur & 

Analisis 

Deskriptif 

Peninjauan dokumen 

dan publikasi untuk 

membahas kebijakan 

nasional. 

Meskipun Indonesia telah mengambil 

langkah awal dengan menerapkan pajak 

karbon, efektivitasnya masih rendah 

karena mekanisme, cakupan, dan tarif 

yang terbatas. Dibutuhkan perbaikan 

besar agar pajak ini mampu mendorong 

pengurangan emisi secara signifikan. 

30 (Dewi & Dewi, 

2022) 

Deskriptif - 

Kualitatif 

Analisis kebijakan dan 

literatur untuk 

menjelaskan dinamika 

keadilan iklim. 

Kebijakan pajak karbon Indonesia dinilai 

sebagai langkah positif menuju net-zero 

emissions 2060, tetapi pelaksanaannya 

yang tertunda dan terbatas menimbulkan 

tantangan besar dalam pencapaian target 

iklim nasional. 

Sumber: Data diolah 2025 

 

Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis yang telah dilakukan, teridentifikasi berbagai 

perspektif dan temuan yang memberikan gambaran tentang bagaimana pajak karbon dapat 

berkontribusi pada pencapaian SDGs. Pembahasan ini mengkaji hasil-hasil tersebut, dengan fokus pada 

manfaat, tantangan, dan implikasi dari penerapan pajak karbon dalam mendukung tujuan keberlanjutan. 

Berdasarkan temuan dari artikel Simpa et al., (2024), yang mengusulkan kerangka konseptual 

untuk menghubungkan mekanisme harga karbon dengan keberlanjutan lingkungan dan pembangunan 

ekonomi, pajak karbon dapat memainkan peran yang signifikan dalam pencapaian SDGs. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pajak karbon bukan hanya berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, 

tetapi juga memiliki potensi untuk mendongkrak pendapatan negara yang dapat digunakan untuk 

mendanai proyek-proyek keberlanjutan, seperti pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur 

hijau. Dengan demikian, pajak karbon dapat menjadi win-win solution yang memajukan keberlanjutan 

lingkungan sembari mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Studi oleh Liu et al., (2021) memperlihatkan dampak positif dari recycling revenue pajak 

karbon, yang tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon tetapi juga pada peningkatan 

kesejahteraan sosial dan kestabilan ekonomi. Konsep triple dividend yang diusulkan oleh Liu 

ditekankan pada tiga manfaat utama: pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan sosial, dan 

dampak positif pada pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan PDB secara signifikan. Hal ini sejalan 

dengan prinsip SDGs yang menekankan pada keseimbangan antara perlindungan lingkungan, 

inklusivitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dalam konteks Indonesia, temuan dari Wardana et al., (2022) menunjukkan bahwa meskipun 

negara ini telah mulai mengimplementasikan pajak karbon, efektivitasnya masih terbatas. Indonesia 

perlu memperbaiki struktur, mekanisme, dan tarif pajak karbon agar dapat lebih efektif dalam 

mengurangi emisi dan mendorong perubahan perilaku di sektor-sektor yang paling berkontribusi 

terhadap polusi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon harus disertai dengan 

kebijakan pendukung yang memadai, seperti peningkatan efisiensi energi dan investasi dalam teknologi 

rendah karbon. 

Meskipun pajak karbon memiliki potensi untuk mencapai tujuan keberlanjutan, 

implementasinya menghadapi tantangan signifikan. Hasil penelitian oleh Nugraha & Balogun, (2022) 

tentang kesiapan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dalam menerapkan pajak karbon mengungkapkan 

bahwa meskipun ada kesadaran yang berkembang tentang perubahan iklim dan pajak karbon, ada 

kekurangan dalam hal sumber daya manusia dan pemahaman regulasi yang memadai. Hal ini 

menciptakan hambatan dalam melaksanakan kebijakan yang efektif. 

Temuan dari Kim & Sher, (2021) juga menunjukkan bahwa penerapan pajak karbon dapat 

berdampak negatif terhadap ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih berusaha 

mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan emisi. Oleh karena itu, kebijakan pajak 

karbon harus dirancang dengan memperhatikan ketidaksetaraan ekonomi, terutama bagi kelompok-
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kelompok yang rentan. Misalnya, dengan memberikan bantuan fiskal atau mekanisme pengembalian 

dana untuk mengurangi dampak regresif yang mungkin timbul. 

Pajak karbon juga berpotensi mempengaruhi aspek sosial dari SDGs, terutama terkait dengan 

keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan. Sebagai contoh, studi oleh Kesor, (2022) menyoroti 

pentingnya desain kebijakan yang adil dalam menerapkan pajak karbon. Kesor menyarankan bahwa 

pendapatan yang diperoleh dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial, 

seperti bantuan langsung kepada rumah tangga berpenghasilan rendah atau investasi dalam energi 

terbarukan yang lebih terjangkau. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak 

hanya mengurangi emisi tetapi juga mendukung kelompok-kelompok yang paling terdampak oleh 

perubahan iklim. 

Penerapan pajak karbon di negara-negara maju, seperti Finlandia dan Norwegia, memberikan 

pelajaran berharga mengenai bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan secara efektif. Di negara-negara 

tersebut, keberhasilan pajak karbon didorong oleh kematangan sistem perpajakan dan kesadaran publik 

yang tinggi. Sebagai perbandingan, Indonesia yang masih dalam tahap awal implementasi pajak karbon 

harus belajar dari pengalaman tersebut dan menerapkan kebijakan yang disesuaikan dengan konteks 

lokal. 

 

Bagaimana implementasi kebijakan pajak karbon dapat mendukung pencapaian Sustainable 

Development Goals (SDGs) di Indonesia 

Pajak karbon bukan hanya instrumen fiskal semata, tapi juga bisa menjadi jembatan penting 

untuk mewujudkan pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Di Indonesia, penerapan kebijakan ini 

selaras dengan upaya mencapai SDGs, terutama tujuan tentang perubahan iklim, energi bersih, dan 

konsumsi-produksi berkelanjutan. Studi seperti yang dilakukan oleh Hasan, (2020) mengungkap bahwa 

ketika kebijakan ini diterapkan secara luas dan konsisten, ada dorongan kuat bagi industri untuk beralih 

ke praktik yang lebih bersih dan efisien. 

Tentu, dampaknya tak akan muncul secara instan. Tapi ketika hasil dari pajak karbon ini 

dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi bersih, transportasi publik yang ramah 

lingkungan, atau program edukasi tentang iklim, manfaatnya menjadi nyata. Seperti dijelaskan oleh 

Hartono et al., (2023), integrasi antara kebijakan fiskal dan proyek pembangunan hijau bisa 

menciptakan dampak berlapis—lingkungan membaik, ekonomi tumbuh, dan masyarakat mendapat 

manfaat langsung. Ini semacam siklus kebaikan yang saling menguatkan. 

Namun, kuncinya ada pada transparansi dan tata kelola yang baik. Pajak karbon hanya akan 

efektif jika masyarakat percaya bahwa uang yang mereka bayar benar-benar digunakan untuk hal yang 

berdampak. Indarto et al., (2023) menekankan pentingnya pelaporan yang jujur dan sistem yang 

akuntabel. Bila ini bisa diwujudkan, maka pajak karbon bukan hanya alat untuk mengurangi emisi, tapi 

juga bisa menjadi simbol dari komitmen bersama menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

 

Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia 

Di atas kertas, pajak karbon memang terlihat menjanjikan. Tapi di lapangan, penerapannya 

tidak sesederhana itu. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari kelompok industri besar yang 

merasa terancam secara ekonomi. Studi Dyarto & Setyawan, (2021) menunjukkan bahwa banyak 

pelaku usaha yang masih menggantungkan diri pada energi fosil, sehingga merasa keberatan jika harus 

menanggung beban tambahan. Di sisi lain, dinamika politik yang fluktuatif juga membuat kebijakan ini 

rawan perubahan arah. Belum lagi soal kesiapan dari sisi lembaga pelaksana. Banyak daerah dan 

instansi yang belum memiliki sistem yang memadai untuk memantau, menghitung, dan menindak emisi 

karbon secara akurat. Wardana et al., (2022) menyoroti lemahnya infrastruktur dan kapasitas SDM 

dalam mendukung kebijakan ini. Kalau sistem dasarnya belum kuat, maka bisa saja pajak karbon hanya 

menjadi kebijakan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan. 

Ada pula kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa berdampak lebih besar pada masyarakat kecil. 

Prasad, (2022) mengingatkan bahwa jika tidak ada skema kompensasi atau subsidi, maka biaya hidup 

bisa saja naik, terutama di sektor transportasi dan energi. Oleh karena itu, desain kebijakannya harus 

sensitif terhadap kelompok rentan. Jangan sampai upaya menyelamatkan lingkungan malah menambah 

beban mereka yang sudah hidup dalam keterbatasan. 
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Bagaimana pengaruh pajak karbon terhadap kesadaran masyarakat dan kepatuhan dalam 

pengurangan emisi karbon di Indonesia 

Pajak karbon perlahan mulai membentuk kesadaran baru di masyarakat, meski perubahannya 

belum merata. Misalnya, di kalangan pegawai pajak dan pelaku industri besar, sudah mulai muncul 

pemahaman bahwa kebijakan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bagian dari tanggung 

jawab terhadap lingkungan. Nugraha & Balogun, (2022) mencatat bahwa kesadaran ini mulai tumbuh, 

meski belum terlalu menjangkau masyarakat umum atau sektor informal. 

Namun, kesadaran belum tentu langsung berbanding lurus dengan kepatuhan. Köppl & 

Schratzenstaller, (2023) menegaskan bahwa banyak pelaku usaha yang masih bingung dengan teknis 

pelaporan emisi atau bahkan belum tahu bahwa mereka harus melaporkannya. Belum adanya panduan 

praktis dan insentif konkret membuat tingkat kepatuhan masih rendah. Sering kali, peraturan yang 

kurang jelas justru menimbulkan kebingungan dan resistensi. 

Agar perubahan sikap ini makin meluas, pendekatannya harus menyentuh sisi emosional dan 

rasional masyarakat. Sulistiyanti & Falikhatun, (2024) menyarankan perlunya kampanye publik yang 

kuat dan terbuka, terutama soal ke mana larinya uang pajak karbon. Jika masyarakat melihat bahwa 

hasil pajak ini kembali ke mereka—dalam bentuk fasilitas publik yang lebih bersih dan sehat maka 

kesadaran bisa berubah menjadi tindakan nyata. Di sinilah peran negara sebagai fasilitator perubahan. 

 

Apa saja faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pajak 

karbon di Indonesia 

Di ranah politik, tantangannya bukan hanya soal niat, tapi juga soal konsistensi. Kebijakan 

pajak karbon sering kali terjebak dalam tarik-ulur kepentingan. Menurut Dyarto & Setyawan, (2021), 

adanya pengaruh kuat dari industri dan fragmentasi antar kementerian membuat arah kebijakan sering 

kali tidak solid. Padahal, untuk menghadapi tantangan iklim, butuh sinergi lintas sektor dan konsistensi 

kebijakan lintas waktu. 

Secara sosial, tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi 

dan sumber daya untuk ikut serta dalam transisi ini Kesor, (2022) menunjukkan bahwa banyak 

masyarakat di daerah terpencil belum mengenal apa itu emisi karbon, apalagi pajak karbon. Ketika 

kebijakan hanya hidup di kota dan di atas kertas, maka ia gagal menjangkau realitas luas masyarakat 

Indonesia. Kesenjangan ini harus dijembatani dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. 

Di sisi ekonomi, tantangan datang dari struktur ekonomi yang masih bergantung pada energi 

fosil. Imam (2022) menjelaskan bahwa sektor industri dan pembangkit listrik di Indonesia masih banyak 

menggunakan batu bara. Jadi ketika pajak karbon diterapkan, biaya produksi bisa melonjak, dan pelaku 

usaha kecil bisa kewalahan. Namun, seperti diingatkan oleh Ullah et al. (2023), jika didesain dengan 

insentif yang tepat, kebijakan ini justru bisa mendorong inovasi dan efisiensi. Maka, pemerintah harus 

bijak dalam mengatur ritme transisinya. 

 

Apa pelajaran yang dapat diambil dari negara lain dalam penerapan pajak karbon yang berhasil, 

dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia 

Belajar dari negara lain bisa jadi jalan pintas untuk menghindari kesalahan yang sama. Di 

Tiongkok, misalnya, Wang et al. (2020) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pajak karbon mereka 

sangat bergantung pada koordinasi pusat-daerah serta integrasi sistem digital. Hal ini bisa jadi pelajaran 

penting bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat data dan pengawasan di lapangan. India juga 

menarik untuk dicontoh. Negara ini memberi insentif pada industri yang mau berinvestasi dalam 

teknologi hijau. Gupta et al. (2019) menekankan bahwa pendekatan ini membuat pajak karbon tidak 

dipandang sebagai beban, tapi sebagai peluang. Indonesia bisa mengambil pendekatan serupa: alih-alih 

menekan, pemerintah bisa mengajak dengan iming-iming insentif, dukungan teknologi, atau 

pembebasan pajak tambahan untuk perusahaan hijau. 

Di Afrika Selatan, pelibatan masyarakat sipil menjadi kunci. Studi Ajeigbe et al. (2023) 

menunjukkan bahwa ketika masyarakat tahu, terlibat, dan bisa mengawasi langsung ke mana pajak itu 

digunakan, kepercayaan pun tumbuh. Indonesia bisa menerapkan hal serupa dengan membuka ruang 

dialog, transparansi anggaran, dan partisipasi komunitas dalam proyek-proyek hijau. Dengan begitu, 

kebijakan ini bukan sekadar aturan dari atas, tapi gerakan bersama untuk masa depan. 
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KESIMPULAN 

Pajak karbon memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian Sustainable Development 

Goals (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam mitigasi perubahan iklim, transisi energi bersih, dan 

konsumsi-produksi yang berkelanjutan. Namun, penerapannya memerlukan perhatian khusus karena 

dihadapkan pada tantangan seperti resistensi dari sektor industri, keterbatasan kelembagaan dan 

infrastruktur, serta risiko dampak regresif terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, diperlukan desain 

kebijakan yang adil dan adaptif, termasuk mekanisme kompensasi sosial yang tepat, serta komunikasi 

publik yang efektif.  

Penerapan pajak karbon mulai menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat, meskipun masih terkendala pemahaman teknis dan distribusi informasi yang 

belum merata. Efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur perpajakan, kapasitas 

kelembagaan, serta dukungan kebijakan yang menyeluruh. Temuan dari berbagai studi menunjukkan 

bahwa pajak karbon dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai SDGs apabila dirancang dengan 

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Pengalaman dari negara 

lain menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, insentif yang menarik, dan pelibatan publik aktif. 

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi di Indonesia sangat bergantung pada penguatan 

kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penyesuaian kebijakan dengan konteks sosial-

ekonomi nasional. 

Saran untuk penelitian di masa depan Penelitian masa depan dapat membandingkan efektivitas 

kebijakan pajak karbon di berbagai negara dengan karakteristik ekonomi dan kebijakan fiskal yang 

berbeda, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh negara lain. Pajak karbon 

dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat 

menelaah bagaimana kebijakan ini mempengaruhi kelompok masyarakat rentan, serta bagaimana 

pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk mendukung keadilan sosial. Diperlukan penelitian 

lebih mendalam mengenai desain kebijakan pajak karbon yang paling tepat untuk Indonesia, termasuk 

tarif, mekanisme pemungutan, dan strategi penggunaan pendapatan pajak untuk mendukung 

pembangunan berkelanjutan. 
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